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BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal

322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, perlu menepapkan Peraturan
Daerah  tentang  Pcrlanggungjawaban  Peclaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kolaka Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud

il

pada huruf a, perlu menctapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanac~an APBD Kabupaten Kolaka

Tahun Anggaran 2022:

Pasal 18 Ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan  Dacrah-dacrah  Tingkat 11 di  Sulawesi
Tenggara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembearan Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
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penvelenpparann Ngme o vaoyr Berath dan Theban dari
homps, Kolusi doan Nepotisme (Lembamn Negora Republile
Indonesin Talun 1999 Nomor 75 Toamilabian Leinbiran
Negara Republik Indonesin Nomor 38861);

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangaon
Nepara  (Lembaran Nepara Repulblik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tnmbuohan Lembaran  Negara Repulalik

Indonesia Nomor 4280);

SUndang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang

Perbendaharnan Negara  (Lembaran Nepara  Republilk
Indonesin tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang  Nomor 15  Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawabe in
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (cntang Sistcm
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), scbagaimana (clah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011  tlentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tombahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 6801);

Undang-Undang  Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang
Pemerintohan  Doaerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembuaran
Negara  Republik  Indonesin - Nomor  5587),  schagaimann
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 0 Tahun 2023 tentang  Penetapan Peraturan
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1L,

12.

13.

14.

Pemerintah Pengganti Undong-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Keton o Menjadi - Undang-Undang
(Llembaran Neparn Republike Indonesin Tahun 20235 Nomor
41, Tambahanlembaran Negivn Republike Indonesia Nomor
6850);

Undang-Undang  Nomor 30 Tabun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran Nepara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembziran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) schagaimana telah
beberapa  kali diubah  teralchir dengan  Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncesia Nomor 6841,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah  Pusat dan  Pemerintahan
Daecrah (Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
402);

Peraturan Pemecrintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 402.8);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentaing
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD,
scrta jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5219);

16, Peraturan . Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinnnn dan Pengrawagan Penyelenggaraam
Pemerintahan Dacrah  (Lembacan Nepara Republik
Indonesin Talhuan 2 017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Neg arn Republik Indone sin Nomor 604 1),

17 craturan Pemerintah Nomor 18 ‘Tahun 2017 tentang Hak
dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan - Rakyat  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesin Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenlang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103);

20. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
pembentukan  Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Menetapkan

dan
BUPATIKOLAKA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAIN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BIELANJA DAERAI  KABUPATEN KOLAKA TAHUN

ANGGARAN 2023.
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BAIL 1
KELTENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Peraturan Dacralt ini yang dimalksud dengan
1. Bupati adalnh Bupati Kolaka
2. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolska
3. Pendapatan  adalah Hak Pemerintah Dacrah yang  diakui
schagni Penambnh Nilai Kekayaan Bersih
4. Belanja Dacrah adalah Kewajiban Pemerintah Dacrah yang
diakui scbagai Pengurang Nilai Kckayaan Bersih,
5. Pembiayaan adalah Semua Pencrimaan yang Perlu dibayar
kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada

Tahun-tahun Anggaran berilcutnya.

BAB II
LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban Pclaksanaan APBD berupa Laporan

Keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca,

d. Laporan Operasional;

¢. Laporan Arus Kas;

. Laporan Perubahan Ekuitas dan;

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan schagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan lkhtisar Laporan
Keuangan Badan  Usaha Milik Dacrah / Perusahaan
Dacrah

Pasal 3
Laporan Recalisasi Anggaran scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut;

4. Pendapatan Rp. 1.731.102.864.014,00
b, Belanja Rp. 1.792.164.292.498,00
Defisit Rp (61.061.428.483,94)

Dipindai dengan
;@ CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(48

Pembinyann

- Penerimann Rp. 117.924.781.584.14
Pengeluarnn Rp.__ 15.548.449.112,00
Surplus Rp. 102.376.332.476,14

Pasal 4

Uraian  Laporan Realisasi Anggaran  schbagaimewna  dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a scbagai berikut ;

Qa.

Sclisih  Anggaran dengan Realisasi Pendapatan  scjumlah

(Rp.53.034.743.721,94) dengan rincian scbagai berikut ¢

1). Anggaran Pendapatan-

sclclah Perubahan Rp. 1.784.137.607.736,00

2). Realisasi Rp_1.731.102.864.014,06
Selisih Kurang (Rp 53.034.743.721,94)

Sclisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sebesar

Rp.94.451.261.502,00 dengan rincian sebagai berikut :

1). Anggaran setelah Perubahan Rp. 1.886.615.554.000,00

2). Realisasi Rp. 1.792.164.292.498,00
Selisih Lebih Rp. 94.451.261.502,00

Sclisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit scbesar
Rp.(41.416.517.780,06) dengan rincian sebagai berikut :
1). Defisit sctclah Perubahan (Rp 102.477.946.264,00)
2). Realisasi Surplus Tahun-
Berjalan Rp. 61.061.428.483,94)
Selisih Lebih Rp. (41.416.517.780,06)

Sclisih Anggaran dengan Rcalisasi Penerimaan Pcembiayaan

scbesar Rp.101.613.787,86 dengan rincian scbagai berikut:

1). Anggaran Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 118.026.395.376,00
12). Realisasi Rp. 117.924.781.588,14
Selisih Lebih Rp. 101.613.787,86

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaraxn Pembiayaan
sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1). Anggaran Pengeluaran Pembiayaan-

setelah Perubahan Rp. 15.548.449.112,00
2). Realisasi Rp_ 15.548.449.112,00
Rp. 0.00
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. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sebesar
RpIOLOI 787 80 deng an rincian sebagai berikut ¢

). Anggaran Pembiayaan Netto

setelah Perubnhan Rp 102,177,9106,264,00
2). Realisasi Rp. 102,376,332,476,14
Sclisih lebih Rp. 101.613.787,86

Pasal &
Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran Lebih - schagaimana
dimak sud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2023
scbagai berilut,;
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 118.026.395.376, 14
b. Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan Rp. 117.924.781.588,14
Subtotal Rp 101.613.788,00

c. Slsa lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran ( SiLPA/SiKPA) Rp. 41.314.903.992,20
Subtotal Rp. 41.416.517.780,20
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp (101.613.788,00)

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 41.314.903.992,20

Pasal 6
Neraca scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢
Per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 3.290.119.251.303,52

b. Jumlah Kewajiban Rp. 23.436.917.573,85

c. Jumlah Ekuitas Rp. 3.266.682.333.729,67
Pasal 7

Laporan Operasional sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf d Tahun Anggaran 2023 scbagai berikut ;

a. Pendapatan L.O Rp. 1.629.613.920.783,52
b. Behan Rp. 1.354.263.316.316,23
Surplus Rp. 275.350.604.467,29

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- Surplus Rp. 83.113.800,00
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d.

e, Surplus

Delisit Kp.
Surplus (Rp
Pos Luir Bisn
Pendapatan Luar Biasn Rp.
- Beban Luar Biasa
Dofisit (Rp

Pasal 8

Rp_

44.019.1387.9 46,23

14.536.274.146,23)

0,00
35.73 47.000,00
35.347.000,00)

Rp. 230.778.983.321,06

Laporan Arus Kns scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) hurufl ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2023 sebageni berikut :

520.561.404.847,06

a. Arus Kas dari Aklivitas Operasi  Rp.
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi-

Aset Non Kceuangan (Rp. 597.171.282.443,00)
c. Arus Kas dari Aktivitas-

Pembiayaan Rp. 0,00
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

/Non Anggaran Rp 528.246,00
¢. SaldoAwal Kas di BUD dan

Bendahara Rp. 118.0)26.395.376, 14
f Saldo Akhir Kas di BUD dan

Bendahara Rp. 41.315.432.238,20
g. Saldo Akhir Kas di Kas Dacrah Rp.  26.187.896.233,90
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara-

BLUD Rp. 12.053.977.674,30
i. SaldoAkhir Kas di Bendahara-

FTKP Rp. 26.767.169,00
j. Saldo Akhir Kas di Bendahara- Rp. 1.708.050,00

BOSP
k. Saldo Akhir Kas di Bendahara  Rp. 3.045.083.111,00

BOK
I. Saldo Akhir Kas Rp. 41.315.4732.238,20

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud  dalam

Pasal 2 ayat (1) hurul [ untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Descmber 2023 sehagai berikut :
3.040.377.361.461,94

a.

Ekuilas Awal Rp.
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Lo Surplus/Defisit 1, O Rp.  230.778,9873.7321,00
¢ Dampak Knmuladif Perubahan

Kebiinkan/Kesnlnhan Mendagar (Rp 4.474.011,053,13.3)
d. Flktas Akhir Rp. 3.260.682.333.729,67

Pagal 10
Catatan atas Laporan Keuangan schagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 avat (1) hweul g Tohun Anggaran 2023 memuat
nformasi  baik  secarn kuantitatif  atas  pos-pos  Laporan

Keuangan.

Pasal 11
Pertanggungjawaban Pelaksunaan APBD scbagaimang
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) tercantum dalam lampiran
vang mcrupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan
Daerah ini terdiri dari:
a. Lampiran 1| : Laporan Realisasi Anggaran lerdiri atas :

Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan Pemerintahan Dacrah
dlan Organisasi ;

Lampiran .2 :Ringkasan APBD yang  diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis pcndapatan,
Belanja dan Pembiayaan ;

Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organsas,
program, Kegiatan; sub  kegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi  realisasi belanja menurut
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,

program, kegiatan dan sub kegiatan;

L. Lampiran 11 : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
¢. Lampiran Il] : Laporaan Operasional;

«. Lampiran IV : Laporan Pcrubahan Elcuitas;

¢. Lampiran V : Neraca;

{. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VIl : Catalan atas Laporan Keuangan,

h, Lampiran VI : Daftar Rekapitulasi Piulang Dacrah;

i. Lampiran IX : Daftar  Rekapitulasi  Penyisihan  piutang

tidak tertagih;
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j. Lampiran X : Daftar I;nlmpimlnﬂi Dana  Berprulir  dan
penvisihan dana bergulir,

k. Lampiran Xi ‘Daftar Penyertann Modal — (Investasi
Daerah):

). Lampiran XII cDaftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan ascel tetap dacrah:

m.Lampiran X1 : Daltar rekapitulasi aset telap;

n. Lampiran XIV sDaftir rekapitulasi konstruksi  dalam

pekerjaan:

o. Lampiran XV ' Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah,;
q. Lampiran XVII  : Daftar kewa jiban jangka pendek;

- Lampiran XVIII  : Daftar kewajiban jangka panjang;

-

s. Leympiran XIX  :Daftar sub  kegiatan yang  belum
diselesaikan sampai akhir tahun anggaran
2023 dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan

BUMD/Perusahaan Daerah terdiri atas:
Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca)
BUMD/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2 : [khtisar laporan keuangan (laporan
laba/rugi) BUMD/Perusahaan Daerah.

Pasal 12
Lampiran Laporan Keuangan scbagaimana dimaksud dalam
pasal 2 Ayat (2 ) terdiri dari :
a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan
daerah ini
b. Ikhitisar Laporan Keuangan Badan Usaha  Milik
Daerah/Perussahaan Dacrah tercantum dalam lampiran VI

peraturan daerah ini.

Pasal 13
Bupati  Kolaka menectapkan Peraturan Bupati tlenlang
Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pclaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai
rincian  lebih  lanjul  dari  peraturan  daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
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AL I
KISTIENTUAN PICNUTUR

Pasal 14
Peraturan Dacaly ind ml i berlalan pada g pal divndanglann
Agar setinp RLIAIY mengetahuinys, mernerind
pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannys

dalam Lembaran Daernh Knbupaten Kolaka,

Ditctaplkan di Kolaka
pada tanggal 5 - g ~ 2024

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal X§ -¢ - 2024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR: 9
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA: C9/G° ]2034 )
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